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A. Pendahuluan 

Penyelenggaraan pendidikan yang bebas dari korupsi merupakan salah satu 

syarat  untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu dan murah bagi masyarakat. 

Namun dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak fenomena korupsi 

dalam  penyelenggaraan pendidikan. Fenomena yang telah diungkap dan 

dipublikasikan menunjukkan masih banyak dan semakin banyaknya praktek korupsi 

di dunia persekolahan sampai saat ini. Di Lombok Barat sekolah-sekolah telah 

membayar mulai dari Rp 1,5 sampai   Rp 5 juta agar menjadi sekolah penerima 

hibah. (Warta Cimu, 14 Agustus 2003:3). Pembayaran juga dilakukan kepada para 

wartawan, anggota LSM setempat dan para pemimpin masyarakat. (Warta Cimu, 14 

Agustus 2003:5). Investigasi yang dilakukan tim CIMU terhadap 98 sekolah di Garut 

menunjukkan bahwa sekolah melakukan pembayaran kepada para pejabat kabupaten 

dan kecamatan, para penasihat konstruksi sekolah dan orang-orang lain. Investigasi 

ini juga menyingkapkan adanya penggelembungan dari harga yang tercatat untuk 

barang-barang yang dibeli oleh sekolah serta dokumentasi keuangan yang tidak 

memadai. (Warta Cimu, 14 Agustus 2003:6). Riset yang dilakukan oleh Ade Irawan 

dkk (2001) menunjukkan pola korupsi di sekolah adalah: (1) kepala sekolah masih 

memonopoli kebijakan, (2) komite sekolah tidak mampu menjalankan fungsi, (3)  

korupsi dalam APBS dengan cara membuat anggaran ganda, alokasi dana yang tidak 

jelas, anggaran yang tidak ada realisasinya dan korupsi di luar APBS, yaitu dana-

dana yang didapat sekolah dari pemerintah ataupun masyarakat. Kasus-kasus di atas 

menunjukkan bahwasanya praktek penyelewengan keuangan sekolah (korupsi) sudah 

menjadi suatu budaya dalam penyelenggaraan sekolah. selian itu, kasus-kasus 

tersebut telah dimuat dalam dokumen yang lebih luas oleh Baines & Ehrmam (2006, 

UNESCO). Kesemuanya menunjukkan bahwa penyelenggaran persekolahan di 

Indonesia masih diliputi oleh perilaku korupsi. Disisi lain, Indonesia dihadapkan 

pada tantangan dalam untuk mengganti guru-guru lam dan merehabilitasi bangunan-

bangunan yang rusak. (Kajian World Bank, 2007:5).  

Beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan  Ogrodzinska (2001) Hallak 

dan Poisson (2007),  Asian Development Bank (2000), Levacic dan Downes (2004), 



2 

 

Levacic dan Downes (2004), dan Ade Irawan (ICW, 2001) menunjukkan bahwa 

perilaku korupsi dalam pendidikan saat ini sudah menjadi suatu kondisi global yang 

terjadi hampir di semua Negara. Dapat disimpulkan bahwa tipe-tipe perilaku korupsi 

dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki keragaman antara satu negera dengan 

negara lainnya, tetapi memiliki kesamaan, yakni mereka yang melakukan korupsi 

adalah orang-orang yang memperkaya diri, keluarganya, dan/atau kroninya dari 

jabatan yang dipercayakan kepadanya.  

B. Temuan dan Pembahasan 

Dengan analisis kritis, memberchek dan triangulasi didapatkan hasil penelitian 

sebagai berikut: 

1. Deskripsi Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas di SMP Negeri 5 

Kota Bandung 

a. Transparansi 

Menurut warga SMP Negeri 5 praktek transparansi dalam tata pamong 

sekolah merupakan suatu hal yang dianggap penting untuk keberhasilan 

pengelolaan sekolah. Cara atau bentuk transparansi yang digunakan di 

SMP Negeri 5 terdiri dari berbagai bentuk, yaitu: (1) APBS dibuat secara 

bersama dengan melibatkan guru, komite sekolah, orang tua, dan staf TU. 

(2) Koran sekolah yang bernama „Bewara 5‟ (3) Pamflet-pamflet serta 

laporan-laporan yang dibuat secara tertulis oleh sekolah secara formal. 

Selama proses penyusunan RPS dan APBS, para guru, perwakilan orang 

tua, pengurus komite sekolah dan staf sekolah selalu dilibatkan secara 

aktif, meskipun tidak semua guru dan staf dilibatkan secara total. 

b. Partisipasi 

Pemahaman para warga SMP Negeri 5 terhadap partisipasi dalam 

manajemen sekolah ini cukup baik. Bentuk partisipasi para warga sekolah 

dan stakeholders lainnya dalam mengelola sekolah cukup beragam, mulai 

dari sumbangsih pemikiran, keterlibatan guru, staf dan orang tua siswa 
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dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, sumbangsih berupa 

tenaga dan dana. 

Secara formal proses penyampaian aspirasi dilakukan melalui rapat. 

Sedangkan secara informal melalui diskusi dan tatap muka langsung 

dengan kepala sekolah, atau menyampaikannya melalui surat secara 

tertulis. 

c. Akuntabilitas 

Meskipun tidak semua guru dan staf sekolah mengerti tentang 

akuntabilitas, warga SMPN 5 Bandung menganggap akuntabilitas kerja 

sebagai suatu yang penting. Standar kinerja yang selama ini dimiliki 

secara tertulis oleh kepala sekolah/komite dan guru beserta staf sekolah 

yaitu berupa TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi). Evaluasi kinerja 

personil pada saat ini sudah cukup berjalan dengan baik, yang dilakukan 

melalui pemeriksaan dokumen rencana pembelajaran, kunjungan kelas 

oleh kepala sekolah, dan pembicaraan individu antara kepala sekolah 

dengan guru. Akuntabilitas kinerja kepala sekolah dilakukan dalam suatu 

rapat yang dimediasi oleh komite sekolah sebagai wadah yang mewakili 

masyarakat dan orang tua siswa. 

Implementasi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di 

sekolah  berjalan dengan baik dikarenakan oleh (1) dorongan dari orang 

tua siswa melalui berbagai mekanismenya, (2) personil sekolah telah 

memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan. (3) adanya media komunikasi 

yang secara massif menjadi penyalur berbagai informasi perkembangan 

sekolah dan menampung masukan dan kritikan dari stakeholder, dan (4) 

program-program sekolah mendukung untuk implementasi 

pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 

2. Deskripsi Faktor-faktor  Pendukung dan Penghambat Implementasi 

Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Manajemen pada SMP 

Negeri 5 Kota Bandung 
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a. Faktor Pendukung 

Selain orang tua, SDM sekolah memegang peranan penting dalam  

mendukung terhadap terlaksananya transparansi, partisipasi dan 

akuntabilitas sekolah. Selain itu kondisi siswa-siswinya pun cukup 

berkualitas, sehingga dengan kondisi ini kekuatan untuk 

mengimplementasikan ketiga hal yang diteliti cukup kuat. Program-

program kerja sekolah yang dilaksanakan selama ini cukup mendukung 

dalam mengimplementasikan tiga hal yang diteliti, termasuk keberadaan 

Koran Bewara 5 (koran sekolah). 

b. Faktor Penghambat 

Ada beberapa faktor penghambat yang salah satunya berasal dari faktor 

personil sekolah yaitu perihal pemberdayaan SDM. Perbedaan persepsi 

mengenai peran yang harus dilakukan oleh komite sekolah juga menjadi 

salah satu penyebab penghambat implemenetasi tiga hal di atas. Selain 

itu, kurang perhatiannya sekolah terhadap guru dan karyawan dan tidak 

terjalin komunikasi yang cukup baik antara pihak pimpinan dan guru 

menjadi penghambat tiga hal yang diteliti. 

 

3. Deskripsi Peran Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Orang Tua Siswa dan 

Para Guru Dalam Implementasi Transparansi, Partisipasi dan 

Akuntabilitas Manajemen Sekolah 

Peran kepala sekolah di SMPN 5 Bandung tergolong cukup baik khususnya 

dari sisi managerial, namun dari sisi komunikasi dan koordinasi peran kepala 

sekolah terkadang cukup sulit. Sebagai mitra sekolah, komite berperan 

mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakeholders pendidikan pada 

tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan, 

dan memonitoring pelaksanaan kebijakan sekolah. Selain itu komite pun 

mewadahi partisipasi para stakeholders untuk turut serta dalam manajemen 

sekolah, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program 

sekolah secara proporsional. Peranan orang tua siswa, secara langsung terlibat 

dalam proses manajemen sekolah dengan duduk di komite kelas maupun 
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komite sekolah. Guru berperan untuk mendukung dan mengimplementasikan 

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. 

 

4. Deskripsi Hal-Hal Lain di Luar Tranparansi, Partisipasi, dan 

Akuntabilitas Manajemen Sekolah Yang Dilakukan Oleh Kepala 

Sekolah Untuk Mencegah Terjadinya Korupsi di Sekolah. 

Untuk mencegah terjadinya korupsi, saat ini SMP Negeri 5 Bandung telah 

bekerjasama dengan Bank Jabar dalam mengelola keuangan sekolah (Banking 

System). Hal ini ditujukan supaya pengelolaan keuangan dilakukan secara 

transparan dan akuntabel. 

5. Pembahasan 

a. Implementasi Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas 

Dalam upaya transparansi, orang tua dan stakeholder disistemkan dalam 

wadah komite kelas dan komite sekolah. Asumsinya, para orang tua sangat kritis 

terhadap berbagai tindakan sekolah. keseriusan ini tidak cukup disitu, sekolah 

kemudian membuat Koran sekolah dengan nama “Bewara 5” yang berisi transparansi 

pengelolaan keuangan dan pengelolaan program.   

Partisipasi merupakan satu hal yang dianggap oleh guru-guru masih kurang 

optimal. Namun demikian, partisipasi dari lingkungan eksternal cukup tinggi. 

Meutiah (Loina Lalolo Krina P., 2003:19) mengungkapkan “Partisipasi adalah 

prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan 

keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.” Loina Lalolo Krina P., 

(2003:22) mengasumsikan bahwa  dasar dari partisipasi adalah “semakin dalam 

keterlibatan individu dalam tantangan berproduksi, semakin produktif individu 

tersebut.” 

Akuntablitas harus berlaku untuk semua unsur organisasi, karena 

akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam 

manajemen. Miriam Budiardjo (Krina P., 2003:9) mendefinisikan akuntabilitas 

sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada 
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mereka yang memberi mandat itu.” Dalam persfektif itu, komite sekolah juga 

merupakan suatu wadah yang dibentuk dan diberi mandat oleh orang tua siswa, 

sekolah, dan berbagai komponennya untuk melakukan perannya sebagaimana 

dituangkan dalam Keputusan Mendiknas No. 044/U/2004. 

b. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Analisis kekuatan (pendukung) dan kelemahan (penghambat) implementasi 

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di atas menunjukkan bahwa dalam waktu 

dekat, sekolah akan dapat bertahan dengan kondisi yang ada, tetapi apabila 

komunikasi multi arah ini tidak dibangun untuk kepentingan organisasi, maka 

organisasi akan macet. Dampak pertama yang mungkin terjadi adalah munculnya 

rasa tidak percaya dari warga sekolah terhadap pimpinan sekolah dan komite 

sekolah. Hal ini terjadi karena jika komunikasi tidak berjalan maka tidak ada pesan-

pesan yang benar yang dapat mempertemukan maksud dari pihak-pihak yang 

berkomunikasi. Luthans (2002:357) mengemukakan:  

“At every level of modern society, communication is a problem. One of the 

problems when applied to organizations has been the failure to recognize that 

communication involves more than just linear information flows; it is a 

dynamic, interpersonal process that involves behavior exchanges.”  

 

Untuk itu, maka pengembangan komunikasi menjadi teramat penting dalam 

keberhasilan program transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. 

c. Peran Personil Sekolah 

Implementasi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas tidak dapat berjalan 

dengan baik manakala yang berperan hanya kepala sekolah saja atau guru saja, tetapi 

mensyaratkan semua unsur yang ada merupakan unsur sistem dari sistem sekolah. 

Keberfungsian sistem ini akan menjadi salah satu penghambat terjadi tindakan 

korupsi di sekolah, karena sekolah sangat rentan dengan tindakan korupsi. (Deddze, 

2005, Chapman, 2002; dalam Hallak&Poisson, 2007:41). 
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C. Kesimpulan 

Dari temuan dan pembahasan didapatkan kesimpulan berikut: 

1. Transparansi dilakukan di sekolah melalui penyusunan program dan 

anggaran bersama, pelaporan triwulanan keuangan sekolah, pelaporan 

tahunan keuangan sekolah yang dilakukan secara masal melalui Koran 

sekolah “Bewara 5” dan melalui website sekolah http//smpn5-bdg.sch.id. 

Partisipasi dilakukan melalui mekanisme pelibatan guru, komite sekolah dan 

staf sekolah dalam  berbagai pembuatan keputusan strategis sekolah.  

Akuntabilitas layanan guru dan layanan sekolah terhadap siswa dan orang 

tua belum menjadi perilaku kolektif, tetapi ada beberapa guru yang sudah 

melakukannya. 

2. Faktor pendukung tiga hal di atas  : (1) dukungan orang tua, (2) potensi 

SDM sekolah, (3) media Koran “Bewara 5” sebagai media penghubung 

antara sekolah dengan stakeholder, dan (4) Program manajerial sekolah 

mendukung upaya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Sedangkan 

faktor penghambat: (1) Pemberdayaan SDM belum optimal, (2) adanya 

persepsi yang kurang tepat mengenai peran komite sekolah dan peran kepala 

sekolah dalam membuat kebijakan sekolah, (3) Komunikasi antara pimpinan 

sekolah dengan guru kurang terjalin kuat. 

3. Kepala sekolah berperan sebagai administrator, evaluator, motivator, 

supervisor, leader dan manager. Namun demikian, komunikasi yang 

terbangun sampai saat ini masih harus dikembangkan. Komite sekolah 

berperan mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakeholders. Peran 

orang tua siswa diwadahi dalam komite kelas. Dan guru berperan dalam 

memberikan layanan pembelajaran didasarkan pada etika professional. 

4. Di luar tranparansi, partisipasi, dan akuntabilitas manajemen sekolah, 

sekolah telah megembangkan system pembayaran SPP melalui bantuan 

pihak ketiga yaitu bank.  

Upaya yang disarankan berdasarkan kesimpulan penelitian adalah rembug bersama 

warga sekolah membahas peran masing-masing dalam keberhasilan sekolah dan 
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pengembangan komunikasi organisasi (formal dan informal) antara guru dengan 

kepala sekolah yang lebih intens. 
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